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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN
NOMOR : 570/ 59 -OPS.Dindik/ DPMPTSP/X11/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS
DAARUT TASBIH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI BANTEN,

Menimbang :a.bahwa dalam rangka méncerdaskan kehidupan
bangsa dengan memberikan pemahaman dibidang
pendidikan, sehingga dapat menciptakan peserta didik

b.bahwa '.berdagarkari surat dari Kepala Dinas
Pendidikan dah Kebudayaan Provinsi Banten Perihal
dasj, perlu diberikan Izin Operasional

Mengngah Atas; <~ "2 |

¢ berdasarkan ﬁ?rtlmhﬁngan sebagaimana

i d dalam haruf* a dan huruf b, perlu

mene Keputusdn-  Kepala Dinas Penanaman
M dan Pelayanan 'l?&plﬁijsam Pintu Provinsi
Benten tentang Pemberian -Izin Operasional Sekolah
Menengah Atas, l?zf.AE\UT TASBIH.

Mengingat : 1. Updangd@indang Ham.&%é.’i ;
Pemberitukan Provinsi-
Tambahan--Lem
Nomor 4010};

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistemm Pendidikan MNasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

n-2000 Nomor 182,
Negara Republik Indonesia



y,

4.

S.

6 ‘PeratumanPresid

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan  penyelenggaraan pendidikan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara republik
Indenesia Nomor 5670 );

Bt Men -i dan [Kebudayaan Nomor
36 A it ¥ BN iri

o g A crm.an‘ rPendma.n,
Peruhb darr] Pendidikan Dasar

e e

dan (MfEnengdh (o Republik Indonesia

m LS T
- = n e T

ey

nai»Banten Nomor 7 Tahun

1“1
s VL

TEleneeaagtRgndidikan (Lembaran

| 2ite .,E1_in.:.r B rm . Nomor 7,
::ﬁf;@z Batan Rpepdh Phe ‘%tﬁﬂ Nomor

4

"M\{{ - : Y Namor 8 Tah
. Beraturas aarah—FToVInST D omor umn
{: 6 Temt . "'?. fi Susunan Perangkat

11.

Daefd - (L#pbaran Daerah Provinsi
Bantes Tahun 016 6, Tambahan Lembaran
Daerah Provirsi Nomor 66);

Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
(Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 25)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang

Penvelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita



Memperhatikan :

KEDUA

12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 79 Tahun 2015
tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi
Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau
Pekerjaan di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi
Banten Tahun 2015 Nomor 80);

13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun
2016 Nomor 83);

14. Keputusan Gubernur Banten Nomor 570/Kep.35-
Huk/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten.

1.Surat Ketua Yayasan Daarut Tasbih Nomor
024/SK/DT-SMA/V/2017. 27 Juli 2017 perihal
Permohonin Lzily Qp@gpmml SMA Daarut Tasbih Ar-
Rafi; / ‘}ﬁrf‘ _,; ,_,..-.-1 =.

2. Sura__ ”KEPEIB Dinas ehdidi ' dan Kebudayaan

frisi Banten Nomor £08/6975-Dindikbud/2017

zal 17 November 2017 Perihal Rekomendasi,

_f,f" MEMUTUSKAN o

: Membegk&n Imndﬂpemw&knhh Menengah Atas

kepada : o
Namalcmbagaf—f- : 7
Yeomsan - "o . 2 Pnndok Pesantren Daruttasbih

Lemhaga Pendidikan  Alam
Daruttasbih (LPID)

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Atas DAARUT
TASBIH
Alamat : Jalan Puri Agung Raya Desa

Gelam Jaya Kecamatan Pasar

Kemis Kabupaten Tangerang

Provinsi Banten
Pemegang/penerima izin sebagaimana dimaksud dalam

diktum KESATU, diwajibkan :

1. melaksanakan proses belajar sesuai dengan
kurikulum yang berlaku;

2. mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

4. tidak mematuhi/melaksanakan ketentuan peraturan

'Kebudayaan Provinsi Banten, sekolah yang

tan sudah tidak layak untuk melanjutkan
kegiatan belajar mengajar;

BT -

Tembusan disampaikan kepada Yth : . _
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

2. Gubernur Banten;

3. Wakil Gubernur Banten;

4, Bupati Tangerang;

& Tmenaltnr Provinai Banten:



